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BAB  V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai Pelaksanaan 

anggaran pendapatan dan belanja desa dalam meningkatkan keberhasilan 

pembangunan desa studi kasus di desa sepakat kecamatan plampang kabupaten 

sumbawa, maka di peroleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam proses pelaksanaan Anggaran Publik merupakan suatu rencana 

kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan 

dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk paling sederhana, 

anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi 

keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai 

pendapatan, belanja,dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa 

yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang. Mengenai 

fungsi dan faktor penghambat dalam pembangnan desa. Adapun fungsi 

angaran belanja desa dan faktor penghambat pembangunan desa tersebut 

antara lain: 

a. Fungsi angaran desa meliputi: 

 Anggaran Sebagai alat perencanaan 

 Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik 

 Anggaran sebagai alat motivasi 
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b. Faktor penghambat pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 

desa. Melipiti: 

 Masalah sosial budaya 

 Rendahnya tingkat pendidikan 

 Kurangnya sarana dan prasarana pedesaan 

 Masalah ekonomi 

 Masalah geografis 

5.2  Saran- Saran 

1. Bagi pemerintah tetap memperhatikan terkait anggaran dan pendapatan 

belanja desa supaya desa tidak ada ketertinggalan dalam pembangunanya 

supaya  

2. Bagi pihak desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa 

perlu adanya keterlibatan masyarakat. Supaya jelas untuk apa saja anggran 

desa tersebut biar tidak ada lagi korupsi anggaran desa.anggaran berjalan 

lancar maka poembangunan desa akan berhasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Bastian. 2010. Fungsi Angaran pendapatan Desa. Jurnal Administrasi Publik. 

Hardiyansyah. 2011. Analisis pendapatan dan belanja desa. Jurnal Administrasi 

Publik. 

Kartasasmita. 2001. Hakekat Pembangunan Desa. Jurnal administrasi publik. 

Mas’Us, Arifuddin. Falziah, Safarudin. 2017. Persepsi pengelolaan keungan desa 

dalam mewujudkan tranparasi dan akuntabilitasikeungan desa di 

kabupaten Buton tengah Jurnal Administrasi Publik. 

Moenir, H. A. S. 2006. Manajemen Pelayanan Umum Indonesia.Jakarta: 

BumiAksara. 

Moenir, H. A. S. 2002. Manajemen Kantor.Jakarta: Yudhistira. 

Soenardjo, Unang. R.H. 2005. Pengertian Desa. Jakarta: PT. Elex Media 

Komputindo. 

Suparmo. 2001. Pembangunan Desa. Jakarta. 

Sugiono, 2011. Penelitian Deskriptif Kualitatif.Jakarta Bumi Aksa 

Sulastri, Nova. 2016. Efektipitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya 

meningkatkan pembangunan fisik di des di kabupaten muna.jurnal 

administrasi publik. 

Thantawi. 2013. Pengelolaan Keuangan Desa. Kamus besar bahasa indonesia. 

Ulum. 2008. Anggaran pendapatan Desa. Jurnal administrasi publik. 

Perundang-undangan : 

Undang unadang no.6 tahun 2006 pasal 72 ayat 1. Tentang dana Desa 

Undang Undang no. 6 tahun 2014. Tentang keuangan desa 

Peraturan M enteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014. 

Pasal 20 permendegri Nomor 113 tahun 2014. Tentang perencanaan 

pembangunan desa. 

 



56 

 

 

 

Online 

https://www.google.com/search?safe=strict&client=firefox.bab&ei=qZopXPCDM

4nbvASJ2IQg&q=Jurnal+Tentang+Pendapatan+Dan+Belanja+Desa. 

  



57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

  



58 

 

 

 

  



59 

 

 

 

  



60 

 

 

 

  



61 

 

 

 

  



62 

 

 

 

  



63 

 

 

 

  



64 

 

 

 

  



65 

 

 

 

  



66 

 

 

 

  



67 

 

 

 

 

  



68 

 

 

 

  



69 

 

 

 

  



70 

 

 

 

  



71 

 

 

 

 

  



72 

 

 

 

 


